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ABSTRAK :  

- Hak untuk hidup layak, harga diri serta martabat perempuan dan anak sudah selayaknya 

mendapat perlindungan sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta 

kemungkinan terjadinya tindak kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan, terutama 

kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan, korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah terus 

mengalami peningkatan, korban kekerasan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta 

dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah 

Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, 

perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, 

berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 

2009. 

 

- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas, Tujuan Dan 

Ruang Lingkup, Bentuk Kekerasan, Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Penyelenggaraan 

Perlindungan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan 

Peralihan, Ketentuan Penutup. 

 

CATATAN : 

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2015. 

- Undang-undang yang terkait : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.  


